Menimbang :

SALINAN

BUPATI PURWOREJO
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI PURWOREJO
NOMOR: 31 TAHUN 2015

TENTANG

TUNJANGAN PERUMAHAN
BAGI ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
KABUPATEN PURWOREJO

BUPATI PURWOREJO,

a. bahwa dalam rangka mendukung kelancaran
pelaksanaan tugas-tugas Pimpinan dan Anggota
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten
Purworejo, serta untuk melaksanakan ketentuan
Pasal 20 ayat (4) Peraturan Daerah Kabupaten
Purworejo Nomor 1 Tahun 2005 tentang Kedudukan
Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten
Purworejo, sebagaimana telah diubah beberapa kali,
terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten
Purworejo Nomor 8 Tahun 2007 tentang Perubahan
Ketiga atas Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo
Nomor 1 Tahun 2005 tentang Kedudukan Protokoler
dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Purworejo,
telah diterbitkan Peraturan Bupati Purworejo Nomor
5 Tahun 2011 tentang Tunjangan Perumahan bagi
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten Purworejo;

b. bahwa sejalan dengan perkembangan keadaan,
besarnya tunjangan perumahan yang telah
ditetapkan dengan Peraturan Bupati sebagaimana
dimaksud pada huruf a, sudah tidak sesuai lagi.
sehingga perlu disesuaikan dengan menerbitkan
Peraturan Bupati yang baru;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimane
‘dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu
menetapkan Peraturan Bupati tentang Tunjangarn
Perumahan bagi Anggota DPRD Kabupater
Purworejo;



Mengingat

Menetapkan :

1.

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 13 tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam
Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587),
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015
tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5679);

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004
tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan
Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4416), sebagaimana telah
diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang
Perubahan Ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor
24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan
Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);
Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 1
Tahun 2005 tentang Kedudukan Protokoler dan
Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah Kabupaten Purworejo (Lembaran
Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2005 Nomor 1),
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir
dengan Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo
Nomor 8 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas
Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 1
Tahun 2005 tentang Kedudukan Protokoler dan
Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah Kabupaten Purworejo (Lembaran
Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2007 Nomor 8);

MEMUTUSKAN:

PERATURAN BUPATI TENTANG TUNJANGAN
PERUMAHAN BAGI ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN
RAKYAT DAERAH KABUPATEN PURWOREJO.



BAB 1
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Purworejo.

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara
pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan
pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

3. Bupati adalah Bupati Purworejo

4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD
adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Purworejo.

5. Anggota DPRD adalah mereka yang diangkat dan diresmikan
keanggotaannya sebagai Anggota DPRD dan telah mengucapkan
sumpah/janji berdasarkan ketentuan peraturan perundang-
undangan.

6. Tunjangan Perumahan adalah tunjangan yang diberikan dalam
bentuk uang kepada Anggota DPRD karena Pemerintah Daerah
belum dapat menyediakan rumah dinas bagi Anggota DPRD.

BAB II
TUNJANGAN PERUMAHAN
Pasal 2

Tunjangan Perumahan bagi Anggota DPRD ditetapkan sebesar
Rp6.000.000,- (enam juta rupiah) setiap bulan.

Pasal 3

Besaran Tunjangan Perumahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2
mulai berlaku pada bulan November 2015.

Pasal 4
Tunjangan Perumahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2,

dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Kabupaten Purworejo pada pos belanja DPRD.



BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5
Pada saat Peraturan Bupati ini berlaku, Peraturan Bupati Purworejc
Nomor 5 Tahun 2011 tentang Tunjangan Perumahan bagi Anggot:
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Purworejo (Berita Daerat
Kabupaten Purworejo Tahun 2011 Nomor 5), dicabut dan dinyatakar
tidak berlaku.

Pasal 6
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangar

Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daeral
Kabupaten Purworejo.

Ditetapkan di Purworejo
pada tanggal 26 Oktober 2015

BUPATI PURWOREJO,
ttd
MAHSUN ZAIN

Diundangkan di Purworejo
pada tanggal 26 Oktober 2015

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PURWOREJO,
ttd
TRI HANDOYO

BERITA DAERAH KABUPATEN PURWOREJO
TAHUN 2015 NOMOR 32 SERI E NOMOR 25



